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ABSTRAK 

 

I NyomanTika. 201520252018. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana 

Penodaan Agama Berdasarkan UU No. 1 PNPS dan Pasal 156a Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

Penelitian mengenai tinjauan yuridis tindak pidana penodaan agama 

berdasarkan uu no. 1 pnps dan pasal 156a kitab undang-undang hukum pidana 

bertujuan untuk mengetahui dan memberikan penjelasan mengenai 

pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana penodaan agama di Indonesia 

dan mengenai upaya yang dilakukan untuk mengatasi penodaan agama di 

Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normative 

dan yuridis empiris dengan karakteristik dekstriptif yang bersumber pada data 

primer dan data sekunder. Data sekunder mencakup bahan hukum primer 

sedangkan bahan hukum sekunder dan tertier dikumpulkan dengan cara studi 

pustaka. Data primer diperoleh dengan cara wawancara dan meneliti. Data 

disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif artinya 

ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta 

peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Hasil penelitian ini 

menunjukkan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana penodaan agama di 

Indonesia yang diduga dilakukan seseorang atau kelompok dapat 

dipertanggungjawabkan sebagai pelaku penodaan agama  apabila melanggar dari 

Kententuan Surat Keputusan Bersama Menteri (pasal 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo. 

UU No.5 Tahun 1969). Namun terlepas daripada itu seseorang atau kelompok 

keagamaan tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak penodaan 

agama apabila seseorang atau kelompok keagamaan hanya menyakini dan 

menjalankan keyakinan kepercayaanya (agama) secara individu tanpa ada 

kegiatan menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, 

melakukan penafsiran terhadap agama atau melakukan kegiatan-kegiatan 

keagamaan yang dianut di Indonesia dimuka umum. Sedangkan Upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi penodaan agama tersebut yaitu selain dengan 

menggunakan aturan dasar UU No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Kitab Undang 

Undang Hukum Pidana Pasal 156a, upaya lain yang dilakukan juga dengan 

adanya Surat Edaran Kapolri Nomor SE/06/X/2015 tentang penanganan ujaran 

kebencian. Pertanggungjawaban kasus tindak pidana penodaan agama di 

Indonesia sebenarnya sudah dilaksanakan denganbaik, meskipun dengan cara cara 

yang masih dilakukan dengan mediasi. Namun ada juga yang belum bisa 

mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut sehingga masih terjadi isu-isu 

negative atau bahkan permusuhan diantara masyarakat akibat penodaan tersebut. 

Sehingga penulis menyarankan agar ada sosialisasi kembali yang berngsur-angsur 

terhadap masyarakat tentang peraturan atau surat edaran Kapolri tersebut guna 

mencegah atau meminimalisir tindak pidana penodaan agama di Indonesia. 

 

Kata kunci :tindak pidana, penodaan agama 

Tinjauan Yuridis..., I Nyoman Tika, Magister Hukum 2018



vi 

 

ABSTRACT 

 

I Nyoman Tika. 201520252018. Juridical Review of Crime of Desecration of 

Religion Based on UU No. 1 PNPS and The Criminal Code Article 156a. 

 

The study of juridical review of the criminal act of desecration in the penal law in 

Indonesia aims to know and explain the legal liability of the accountability of the 

crime of desecration in Indonesia and on the efforts made to overcome the 

blasphemy of religion in Indonesia. The method used is law juridical study 

normative and juridical empirical with descriptive characteristics that originate in 

primary data and secondary data. Secondary data includes primary law material 

while secondary and tertiary legal materials are collected by library study. 

Primary data obtained by interview and research. Data arranged in the form of 

descriptions and then analyzed qualitatively means interpreted and discussed 

based on theories (doctrine) and the principles and rules of law relating to the 

subject matter. The results of this study indicate the accountability of the criminal 

act of blasphemy in Indonesia that allegedly committed by a person or group can 

be accounted as a perpetrator of religious denunciation in violation of the Decree 

of Joint Ministerial Decree (Article 2 UU No 1 PNPS 1965 Jo Law No. 5 Year 

1969). But irrespective of that, a person or a religious group could not be held 

accountable as a perpetrator of religious blasphemy if a person or denomination 

only believes in and exercises his or her beliefs individually without any activity 

of telling, advocating or seeking public support, interpreting religion or doing 

religious activities held in Indonesia in public. While Efforts are made to 

overcome the defamation of religion that is in addition to using the basic rules of 

Law. 1 PNPS of 1965 and the Criminal Code Article 156a, other efforts made also 

with the Circular Letter of Chief of Police Number SE / 06 / X / 2015 on the 

handling of hate speech. The accountability of the criminal defamation case in 

Indonesia has actually been well implemented, albeit in a way that is still done by 

mediation. But there are also those who have not been able to account for the 

crime so that there are still issues of negative issues or even hostility among the 

community due to the desecration. So the authors suggest that there is a re-

socialization of the community about the regulation or circular of the Chief of 

Police to prevent or minimize the criminal act of blasphemy in Indonesia. 

 

Keywords: criminal offense, religious defamation 
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tindak pidana penodaan agama di Indonesia, dan upaya hukum yang dilakukan 

untuk mengatasi penodaan agama di Indonesia.  
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adanya bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai kalangan. Oleh karena itu 
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penyelesaian penulisan Tesis ini. 
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